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 Abstract.Inequality of access to social assistance services is still a 

sectoral problem faced in various regions including Baubau. Although 

the local government has carried out policy masculinization, in reality 

it still faces a variety of obstacles oriented towards biased access to 

social assistance services in the community. This study aims to further 

explore the alleged inequality and or inequality of access to social 

assistance services in Baubau. There are at least three important 

questions raised in this research. First, what is the reality of the 

implementation of social assistance services in Baubau? Second, what 

are the factors behind the inequality of access to social assistance 

services? Third, how is the mapping and counseling of bias in access 

to social assistance services in Baubau. In dissecting these questions, 

this research uses a descriptive-qualitative method with a critical 

paradigm. The data analysis process in this case uses the offer of 

Matthew B. Miles and Michael Haberman. The findings in this article 

show that the implementation of social assistance services in Baubau 

still faces many challenges oriented towards two main aspects, namely 

the issue of beneficiary data (data fresness and Ineligible data) and 

community accessibility issues These two points are the main starting 

point for inequality in access to social assistance services in Baubau, 

which can technically be categorized into two major classifications, 

namely bias (Inequality) between urban (urban) and rural (rural) 

areas. With the extension activities, this problem is expected to be 

minimized for the sake of more solitive and adaptive social assistance 

governance.  
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Abstrak 

 Ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial masih menjadi peroalan sektoral yang dihadapi di 

berbagai derah termasuk Baubau. Meskipun pemerintah setempat telah melakukan maskisimalisasi kebijakan, 

dalam realitanya tetap menghadapi ragam kendala yang berorientasi pada bias akses layanan bantuan sosial di 

masyarakat. Studi ini bertujuan untuk melakukan ekplorasi lebih jauh terkait dugaan adanya ketimpangan dan 

atau ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial di Baubau. Setidaknya terdapat tiga pertanyaan penting yang 

diajukan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana realitas pelaksanaan layanan bantuan di Baubau? Kedua, faktor 

apa yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan akses layanan bantuan sosial? Ketiga, bagaimana pemetaan 

dan penyuluhan atas bias akses layanan bantuan sosial di Baubau. Dalam membedah pertanyaan tersebut, 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan paradigma kritis. Proses Analisis data dalam hal 

ini menggunakan tawaran Matthew B. Miles dan Michael Haberman. Temuan dalam artikel ini menjukkan bahwa 

pelaksanan layanan bantuan sosial di Baubau masih menghadapi banyak tantangan yang berorientasi pada dua 

aspek utama yakni persoalan data penerima bantuan (data fresness dan Ineligible data) dan masalah aksesibilitas 

masyarakat terhadap program bantuan sosial. Kedua poin ini menjadi titik tolak utama terjadinya ketimpangan 

akses layanan bantuan sosial di Baubau yang secara teknis dapat dikategorisasikan dalam dua klasifikasi besar 

yakni bias (Inequality) antara wilayah perkotaan (urban) dan pedesaan (rural). Dengan adanya kegiatan 

penyuluhan, persoalan ini diharapkan dapat diminmalisir demi tata kelola bantuan sosial yang lebih solitif dan 

adaptif. 
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1. PENDAHULUAN  

Ketimpangan akses terhadap layanan bantuan sosial masih menjadi persoalan sektoral 

yang dihadapi di berbagai daerah, termasuk di Kota Baubau. Program-program bantuan sosial 

yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali tidak menjangkau 

seluruh kelompok sasaran secara merata (Barrientos, 2019; Cahyadi et al., 2020). Masalah ini 

menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan sosial, di mana masyarakat yang 

membutuhkan justru kerap menghadapi hambatan untuk memperoleh hak mereka. 

Beberapa faktor penyebab ketimpangan akses tersebut antara lain adalah keterbatasan 

informasi, kendala administratif, serta bias dalam pemahaman prosedural (Mufida, 2021; 

Nugroho et al., 2021; Zakiyah et al., 2020). Ardiansyah dan rekan-rekannya (2022, hlm. 33) 

mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan di 

Baubau adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan saluran akses 

layanan bantuan sosial. Hal ini diperkuat oleh temuan Majid dan Dewi (2022, hlm. 86), yang 

menunjukkan bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menemui 

banyak kendala, khususnya dalam aspek komunikasi dan penyebaran informasi kepada 

masyarakat. 

Hingga saat ini, kajian-kajian yang ada terkait bantuan sosial di Baubau masih 

cenderung terbatas pada program tertentu saja. Terdapat tiga kecenderungan pola studi 

sebelumnya: pertama, penelitian yang berfokus pada layanan bantuan sosial PKH (Majid & 

Dewi, 2022; Basir et al., 2022); kedua, studi evaluatif terhadap peran Dinas Sosial Kota Baubau 

(Asrin et al., 2022; Zahimu, 2018); dan ketiga, kajian yang mengaitkan bantuan sosial dengan 

sektor pendidikan dan kesehatan (Mau et al., 2019; Taufiq et al., 2021). Meskipun bermanfaat, 

studi-studi tersebut belum menyentuh aspek pemetaan ketimpangan secara menyeluruh 

maupun pendekatan penyuluhan yang dibutuhkan masyarakat. 

Dengan demikian, terdapat ruang kosong dalam kajian akademik terkait ketimpangan 

akses layanan bantuan sosial di Baubau yang perlu diisi. Penelitian ini hadir untuk mengisi 

kekosongan tersebut dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk menganalisis ragam 

kasus ketimpangan, serta mengembangkan strategi pemetaan dan penyuluhan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat lokal. 

Secara khusus, studi ini akan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana 

pelaksanaan layanan bantuan sosial di Kota Baubau? (2) Faktor-faktor apa yang 

melatarbelakangi terjadinya ketimpangan akses terhadap layanan bantuan sosial? dan (3) 

Bagaimana bentuk pemetaan dan penyuluhan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

ketimpangan tersebut? Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar arah penelitian yang diharapkan 
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dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan layanan bantuan sosial 

yang lebih inklusif dan merata. 

 

2. METODE 

Penelitian tentang pemetaan dan penyuluhan kasus ketimpangan akses layanan bantuan 

sosial di Baubau dipilih dengan berdasar pada kompleksitas isu dan abainya perhatian 

kesarjanaan. Melihat keterlibatan informasi subyek penelitian, tulisan ini termasuk dalam jenis 

penelitian lapangan (field research) menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan 

paradigma kritis(Sugiyono, 2019). Sebagaimana tema yang dipilih, subyek penelitian yang 

akan mewarnai diskusi dalam tulisan ini ialah mereka yang terlibat dalam pelaksanaan layanan 

bantuan sosial dan masyarakat Baubau secara umum. Untuk memudahkan proses penelitian, 

penulis hanya mengambil beberapa sample data lapangan yang paling representative dengan 

menggunakan metode purposive sampling (Etikan, 2016). 

Studi ini bersumber dari dua sumber data uatama yakni sumber primer dan sekunder. 

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

masyarakat Baubau dan website resmi dinas sosial dan dinas terkait. Sementara data sekuder 

ialah data-data hasil penelitian lain yang relevean baik itu berupa artikel jural, buku-buku, tesis 

dan disertasi. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan tiga alur secara 

bersamaan yang ditawarkan oleh Matthew B. Miles dan Michael Haberman yakni reduksi data, 

visulaisasi data dan verifikasi data(Miles et al., 2014). Reduksi data ialah menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksikan hasil wawancara dan narasi postingan 

dinas sosial. Setelah proses pemilihan data, tahap selanjutnya adalah visualisasi data sebelum 

disusun, disortir dan dirangkai untuk kemudian membuat kedimpulan yang memungkinkan.  

 

3. HASIL  

Pemetaan dan penyuluhan atas kasus ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial 

yang terjadi di Baubau akan dijelaskan pada bagian ini. Penjelasan atas hal ini akan dijabarkan 

dalam tiga bentuk yang sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Pertama, 

deskripsi tentang pelaksanaan layanan bantuan sosial di Baubau. Kedua, hasil analisis atas 

faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan akses layanan bantuan Sosial di Baubau. 

Ketiga, pemetaan dan penyuluhan atas ketipangan akses layanan bantuan sosial pada 

masyarakat Baubau.  
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Pelaksanaan Layanan Bantuan Sosial di Baubau; Tantangan dan Realitas di Lapangan 

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan berbagai bantuan sosial yang 

bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung kelompok rentan. Dalam 

pelaksanaannya, setiap daerah memiliki dinamika tersendiri untuk menunjang 

evektivitasnya(Djulius et al., 2022). Sebagiamana yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Sosial RI Nomor 01 tahun 2019 bantuan yang diberikan kepada masyarkat terdiri dari Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Rasta, 

dan PIP (Nainah et al., 2022). Masing-masing dari jenis bantuan tersebut dalam pelaksanaanya 

mendapat respons yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia terutama 

masalah kemerataan dan ketepatan sasaran bantuan. Dalam realitasnya, terdapat ragam kasus 

ketimpangan pemberian bantuan sosial yang ditandai dengan adanya orang-orang yang tidak 

memenuhi syarat justru medapatkan bantuan dan yang memenuhi syarat malah tidak.  

Realitas pelaksanaan bantuan sosial dengan ragam problematikanya juga ditemukan di 

Baubau yang dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan. Meskipun pemerintah daerah 

setempat telah mengupayakan kebijakan terbaik untuk pemerataan, tetap saja mendapat banyak 

tantangan, terutama dalam aspek distribusi dan keterjangkauan layanan. Tantangan utama yang 

dihadapi mencakup persoalan administrative, validitas data dan kurangnya pengetahuan 

masyarakat lokal tentang layanan bantuan sosial dari pemerintah. Misalnya, dalam beberapa 

kasus ditemukan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili namun 

masih tercatat sebagai penerima aktif. Di sisi lain, warga miskin yang memenuhi sayarat justru 

belum pernah menerima bantuan karena kurangnya pengetahuan dan data diri yang belum 

masuk di sistem (Ardiansyah et al., 2022; Majid & Dewi, 2022). Hal ini terjadi di setiap jenis 

layanan bantuan sosial yang ada di Baubau seperti PKH, BPNT, KIP dan lainnya. 

Disintegrasi data dan bias pengetahuan masyarakat dominan terjadi dalam pelaksanaan 

layanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Baubau. Hal ini tampak jelas dalam beberapa 

hasil riset kesarjanaan dan fakta yang ada di lapangan. Sebagai contoh di wilayah perkotaan 

Baubau (kecamatan Kokalukuna), yang dalam pelaksanaannya ditemukan fakta ketidaktepatan 

sasaran yang disebabkan oleh inakurasi data. Menurut Alnamira,dkk pemerintah setempat 

perlu melakukan pembaharuan data untuk diserahkan ke pusat (Alnamira et al., 2022, p. 173). 

Selain itu, juga ditemukan adanya inefektivitas penggunaan bantuan dengan tidak 

ditemukannya fakta kemandirian keluarga yang menerima bantuan khusunya di kecamatan 

Walio. Dalam tinjauannya yang lebih luas, Majid dan Dewi menjabarkan bahwa implementasi 

kebijakan PKH di kota Baubau masih mendapati banyak masalah dari aspek komunikasi dan 

sosialisasi pelaksanaan. Di antara misinformasi yang kerap terjadi di lapangan ialah masalah 
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penjadawalan, pengurangan dan penambahan daftar keluarga yang menerima bantuan (Majid 

& Dewi, 2022, p. 86). 

Miskonsepsi fungsi bantuan dan penjadwalan sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi 

di masyarakat juga ditemukan pada jenis Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di 

Baubau. Dalam pelaksanaanya, terdapat dua tipologi ketimpangan. Pertama, masyarakat yang 

telah menerima bantuan tapi tidak mengetahui tujuan distribusi bantuan. Kedua, masyarakat 

yang tidak mengetahui jenis bantuan BPNT di Baubau. Hal ini tampak jelas dalam hasil 

evaluasi distribusi bantuan BPNT di Kelurahan Baadia kota Baubau. Menurut Asrin,dkk, 

distribusi BPNT di kelurahaan Baadia masih terbilang kurang maksimal dengan fakta lapangan 

yang belum mampu menangani kemiskinan bahkan kuantitasnya justru semakin 

bertambah(Asrin et al., 2022). Monitoring dan evaluasi dari pemerintah setempat melalui 

survei lapangan dalam hal ini dibutuhkan untuk maksimalisasi distrubusi bantuan sosial.  

Berbeda dari beberapa pelaksanaan bantuan sosial di atas, dalam proses distribusi BSPS 

(Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan PIP (Program Indonesia Pintar) di 

Baubau cenderung lebih positifistik. Hara dalam penelitiannya yang dilakukan di Kelurahan 

Lowulowu Kecamatan Laelae menegaskan bahawa, Program BSPS berdampak secara 

signifikan dengan fakta lapangan yang memebawa banyak perubahan di masyarakat setempat 

(Program et al., 2019). Begitupun dengan PIP yang tampak jelas dalam hasil evalusi yang 

dilakukan oleh Zahimu melalui risetnya dengan hasil yang mengklaim bahawa program ini 

telah berjalan dengan baik serta berdampak signifikan terhadap penerima bantuan (Zahimu, 

2018). Klaim Zahimu dibuktikan melalui persentase total penerima PIP melalui KIP sepanjang 

tahun 2017.        

 

Inakurasi Data dan Inkasesibilitas Masyarakat Terhadap Program Pemerintah 

Hasil pemetaan data (literature dan lapangan) mengungkapkan bahwa ketidakmerataan 

akses terhadap layanan bantuan sosial di Baubau dipengaruhi secara signifikan oleh dua faktor 

utama. Pertama, inakurasi data penerima bantuan yang menyebabkan distribusi bantuan 

menjadi tidak tepat sasaran. Kedua, inaksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan 

mekanisme program pemerintah yang mengakibatkan beberapa golongan masyarakat tidak 

mengetahui hak, penjadwalan dan prosedur untuk mengakses ragam bantuan yang ada.  

Temuan adanya inakurasi data pada beberapa jenis bantuan sosial berorientasi pada 

persoalan update tidaknya data (data freshness) dan pantas tidaknya data (Ineligible data). 

Kedua aspek ini menyebabkan sebagian besar data yang digunakan dalam distribusi bantuan 

sosial di Baubau tidak mencerminkan kondisi sosial ekonimi masyarakat secara aktual. Proses 



 
 
 

Pemetaan dan Penyuluhan tentang Ketidakmerataan Akses Layanan  
Bantuan Sosial di Babau   

60          PENGABMAS- VOLUME 4 NOMOR 1 MARET 2022 
 

penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro misalnya, masih 

banyak masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima PKH tapi belum 

mendapatkan bantuan. Sebaliknya yang tidak memenuhi syarat justru menerima PKH. Kondisi 

ini menurut Majid dan Dewi disebabkan oleh data freshness yang dijadikan rujukan dalam 

distribusi PKH dari yang seharusnya di update malah masih menggunakan data tahun 2013 

sampai 2021(Majid & Dewi, 2022). Hal yang sama juga terjadi di kelurahan Kadolomoko 

kecamatan Kokalukuna, ditemukan adanya ineligible data dalam distrubusi bantuan 

sosial(Alnamira et al., 2022). 

Selain persoalan data, inaksesibilitas masyarakat terdapat informasi program juga 

menjadi penyebab signifikan terjadinya ketimpangan. Meskipun pemerintah setempat telah 

meluncurkan berbagai program bantuan sosial—sebagaimana amanat peraturan Dinas Sosial 

RI—untuk mengurangi kemiskinan, ternyata tidak semua yang membutuhkan mampu 

mengakses informasi untuk mendapatkan berbagai bantuan yang ada (Grosh et al., 2022). Akar 

persoalan dari inaksesibilitas ini terletak pada ketimpangan distribusi informasi karena 

keberadaan mitra penyaluran bantuan sosial di bebrapa daerah pedesaan yang masih terbilang 

sangat minim sehingga pelaksanaan sosialisasi program belum merata secara menyeluruh. 

Minimnya pengetahuan beberapa kelompok masyarakat akan ragam program bantuan sosial 

menjadi bukti atas hal ini(Ardiansyah et al., 2022). Realitas ini diperparah dengan keterbatasan 

akses terhadap media informasi, keterbatasan jaringan internet, dan rendahnya literasi digital 

di kalangan masyarakat berpendidikan rendah(Saksono et al., 2020). Hal ini menyebabkan 

sebagian besar warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, tidak terdaftar sebagai 

penerima karena mereka tidak tahu prosedur pendaftaran atau mekanisme pengajuan yang 

berlaku.  

Kondisi inaksesibilitas ini bukan hanya berdampak pada ketidaktepatan sasaran, tetapi 

juga menciptakan ketimpangan baru dalam proses penyaluran bantuan sosial. Bantuan 

cenderung terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau oleh pemerintah, sementara 

masyarakat yang jauh dari pusat perkotaan cenderung tertinggal dalam sistem distribusi 

bantuan. Hal ini tampak jelas dalam persentase peningkatan penerima bantuan sosial dari tahun 

dari 2018 hingga 2021. Dalam publikasi badan pusat satistik kota Baubau tampak jelas 

perbedaan yang signifikan jumlah peningkatan penerima bantuan antara daerah kecamatan 

yang jauh dari ibu kota dan yang dekat. Yang dekat dengan pusat kota cenderung mengalami 

peningkatan yang siginifikan dari tahun ke tahun, semntra yang jauh persentase 

peningkatannya cenderung mimin(Baubau, 2020, 2022). Keadaan ini memperjelas bahwa 

perbedaan akses informasi dan pelayanan menjadi faktor krusial dalam menciptakan 
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ketidakmerataan bantuan sosial di Baubau. 

 

Ketimpangan (Inequality) Akses Layanan Antara Zona Perkotaan dan Pedesaan  

Berdasarkan hasil observasi dan keberadaan data lapangan, ditemukan dua klasifikasi 

besar tentang ketimpangan akses layanan bantuan sosial di Baubau. Dua klasifikasi ini tidak 

jauh berbeda dengan polemik yang terjadi di berbagai sektor lain, yakni inequality antara zona 

urban dan rural. Distingsi jumlah mitra penyaluran bantuan menjadi antara dua zona tersebut 

menjadi titik tolak utama terjadinya ketimpangan. Kelompok masyarakat yang tinggal di 

wilayah urban dalam hal ini cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi 

distribusi bantuan sosial. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di zona raral cenderung lebih 

sulit untuk mengakses informasi layanan. Realitas ini menyababkan pola penyaluran bantuan 

sosial secara general cenderung terfokuskan di wilayah-wilayah yang deket dengan pusat 

perkotaan. 

Bias akses layanan bantuan sosial antara zona perkotaan dan pedesaan dapat dilihat 

dalam laporan Badan Pusat Statistik Kota Baubau. Dari delapan kecamatan yang ada di 

Baubau, setidaknya terdapat empat daerah kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan 

ibu kota yakni Betoambari dengan jarak 1,5; Muruham 4,5; Batupoaro 6,2; Walilo 6,4. Adapun 

yang cenderung jauh dari ibu kota yakni Bungi dengan jarak 21,0; Lea-Lea 23,6; Sorawoli 

18,71 dan Kolakuna 13,3. Pemetaan jarak dengan ibu kota ini berkesinambungan dengan 

perbedaan kuantitas peninngkatan bantuan sosial dari tahun ke tahun (2018-2022). Berikut 

penulis lampirkan kolom jumlah penerima bantuan sosial dari Badan Pusat Tatistik Kota 

Baubau. 

Table 1: Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di 

Kota Baubau, 2018 sampai 2021 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Baubau.com 
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Tabel 1 di atas menyajikan data jumlah penerima bantuan kepala keluarga dan anggaran 

bantuan sosial pangan di Kota Baubau dari tahun 2018 hingga 2021. Dari data tersebut, terlihat 

adanya peningkatan jumlah penerima bantuan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2018, jumlah total penerima bantuan di seluruh kecamatan adalah 7.080 kepala keluarga. 

Jumlah ini meningkat menjadi 7.610 pada tahun 2019, kemudian melonjak signifikan menjadi 

10.652 pada tahun 2020—kemungkinan besar sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang 

mendorong pemerintah memperluas jangkauan bansos. Namun, pada tahun 2021, jumlah ini 

mengalami sedikit penurunan menjadi 9.288 kepala keluarga. 

Dalam tinjauan yang lebih spesifik, tampak jelas perbedaan signifikan jumlah penerima 

bantuan sosial antar kecamatan di kota Baubau. Perbedaan ini tidak terlepas dari dua masalah 

yang disebutkan sebelumnya (terutama masalah aksesibilitas masyarakat). Misalnya, 

Kecamatan Betoambari secara konsisten mencatat jumlah penerima tertinggi setiap tahun, dari 

1.002 penerima pada 2018 menjadi 1.463 pada 2021. Sebaliknya, Kecamatan Bungi dan 

Sorawolio, yang termasuk wilayah pinggiran, memiliki jumlah penerima lebih rendah: Bungi 

dari 610 (2018) ke 811 (2021), dan Sorawolio dari 685 ke 914 dalam periode yang sama. Hal 

ini menjunjukkan pola distribusi bantuan lebih terkonsentrasi di pusat kota yang 

aksisibilitasnya lebih mudah disbanding wilayah yang jauh dari pusat kota.  

 

4. DISKUSI  

Studi ini telah menyelidiki ketimpangan akses layanan bantuan sosial yang terjadi di 

Baubau yang difokuskan pada tiga isu utama. Pertama, menyoal realitas dan tantangan 

distrubusi ragam bantuan sosial di Baubau. Ditemukan bahwa, secara umum akses layanan 

bantuan-bantuan sosial di Baubau masih mengalami banyak kendala seperti masalah data, 

sosialisasi program dan evektivitasnya terutama pada PKH dan BNPT. Adapun yang 

cenderung positifistik ditemukan di BPSP dan PIP. Kedua, penelusuruan atas penyebab 

terjadinya ketimpangan yang mendapati masalah aksesibilitas dan akurasi data sebagai titik 

tolak utamanya. Ketiga, pemetaan atas ketimpangan/ketidakmerataan akses layanan bantuan 

sosial yang berorientasi pada dua klasifikasi besar yakni bias antara zona urban dan rural. 

Ketiga hasil temuan ini saling berkesinambuangan satu sama lain secara linear yang dapat 

disimpulkan dalam satu narasi bahwa, terjadinya bias atau ketidakmerataan akses layanan 

bantuan sosial disebabkan oleh lemahnya sistem pendataan dan distribusi yang belum 

sepenuhnya adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat Baubau. 

Ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial di Baubau sebagaimana teridentifikasi 

dalam studi ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan structural yang lebih luas yakni system 
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tata kelola data (pusat-daerah) dan bias aktualisasi kebijakan. Ketika distribusi bantuan sosial 

masih bergantung pada data yang tidak akurat dan tidak mutakhir, maka kecenderungan 

terjadinya bias dalam penyaluran—terutama antara wilayah urban dan rural—akan terus 

terjadi. Fenomena ini sebetulnya juga dialami oleh berbagai daerah yang lain sebagaimana 

dalam publikasi laporan Omdudisman RI terkait problematika bantuan sosial dan DTKS di 

Indonesia (Ombudsman RI, 2021). Menurut data, terdapat beberapa permasalahan yang 

dihdapai dalam penyaluran bantuan sosial di beberapa daerah di Indonesia yakni; keberadaan 

mitra penyaluran bantuan sosial yang tidak merata di sejumlah desa(Junaedi et al., 2021); alur 

pendaftaran calon penerima bantuan yang terbilang rumit karena keterbatasan anggaran serta 

kompetensi SDM(Nugroho et al., 2021); dan sosialisasi bantuan yang masih minim (Rulandari 

et al., 2022). Beberapa persoalan tersebut menjadi masalah yang bersifat sturktural yang juga 

terjadi di Baubau.  

 Temuan studi ini pada satu sisi sejalan dengan riset sebelumnya namum pada sisi yang 

lain juga penyimpan perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Alnamira,dkk misalnya yang juga mendapati adanya ketimpangan penyaluran bantuan PKH 

karena persoalan data. Kemudian, riset Abdul Majid dan Dewi; Destiani,dkk yang mendapati 

persoalan sosialisasi sebagai penyebab terjadinya ketimpangan distribusi bantuan 

sosial(Destiani et al., n.d.; Majid & Dewi, 2022). Beberapa riset ini sejalan dengan temuan 

penulis namun belum sampai pada upaya pemetaan adanya ketimpangan bantuan sosial di 

Baubau dalam tinjauan yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, kesarjanaan sebelumnya 

belum menyadari dua klasifikasi besar akan ragam ketimpangan yang terjadi di baubau yakni 

bias antara akses layanan di zona urban dan rural. Temuan ini sekaligus menjadi pembeda dari 

riset yang telah ada sebagai poin kebaharuan riset ilmiah. Kesadaran akan perbedaan dua zona 

wilayah (Ischak, 2018)ini dalam hal distribusi bantuan sosial menjadi penting untuk 

diperhatikan dalam upaya pengetasan kesmiskinan di Inesia. Hal ini sejalan dengan beberapa 

hasil riset seperti dalam karya Zulfan Tadjoeddin, Ronghua dan lainnya (Tadjoeddin, 2019; Xu 

et al., 2022).  

 Dalam kerangka interpretatif, bias akses layanan bantuan sosial ini dapat dilihat sebagai 

fenomena sosial yang dapat diukur, dianalisis, dan diperbaiki melalui intervensi berbasis data 

dan sistem. Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam pendistribusian bantuan—seperti 

masalah data dan sosialisasi program—lantas tidak seharusnya direspons secara pesimistik 

melainkan secara optimistic dengan membuka ruang perbaikan yang lebih terarah(Hasmin, 

2011; Mudana, 2020; Setiawan & Nawangsari, 2023). Temuan mengenai keberhasilan relatif 

program seperti BPSP dan PIP memberikan indikasi bahwa dengan sistem yang lebih 
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terstruktur, pembaruan data yang konsisten, serta koordinasi lintas lembaga yang kuat, 

efektivitas layanan bantuan sosial dapat meningkat secara signifikan. Pendekatan ini 

memosisikan ketimpangan bukan sebagai bentuk kegagalan mutlak, melainkan sebagai 

tantangan administratif yang dapat diatasi melalui penguatan sistem informasi sosial, 

digitalisasi data penerima manfaat, serta peningkatan kapasitas aparatur pelaksana di lapangan.  

Perbaikan sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial di Baubau memiliki implikasi 

besar terhadap peningkatan keadilan sosial dan efektivitas program bantuan pemerintah. Sebab, 

sistem yang akurat dan responsif memungkinkan identifikasi penerima manfaat secara lebih 

tepat dan menjamin bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling 

membutuhkan, tanpa terhambat oleh bias administratif atau geografis. Hal ini terbukti dengan 

keperbahasilan beberapa program bantuan sosial sebagaimana dalam poin hasil penelitian.  

Dengan demikian, implikasi dari temuan ini menekankan bahwa pembangunan system sosial 

yang berbasis data mutakhir, konsektivitas antar lemabaga dan peningkatan sumber daya 

merupakan kunci utama untuk mewujudkan tata Kelola bantuan sosial yang adil dan merata. 

Penerapan poin ini secara konsisten saat yang sama dapat direplikasi di daerah lain untuk 

mengatasi ketimpangan sosial secara sistematis dan berkelanjutan.  

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, persoalan aksesibilitas dan validitas data penerima 

(data freshness dan Ineligible data) menjadi penyebab utama terjadinya bias akses layanan 

bantuan sosial di kota Baubau. Ketimpangan yang terjadi dalam hal ini dapat dikategorisasikan 

dalam dua kalsifikasi besar yakni inequalitiy antara wilayah urban dan rural. Wilayah yang 

termasuk zona rural cenderung tertinggal dalam hal distribusi informasi sebagai akibat dari 

terbatasnya akses informasi dan keterlibatan actor/mitra dalam proses verifikasi data dan 

penyaluran bantuan sosial. Sebaliknya, wilayah urban memiliki peluang lebih besar untuk 

mendapatkan akses karena kedekatan dengan pusat administrasi dan kelengkapan sarana 

digital. Hal ini mempertegas pentingnya penguatan sistem pendataan yang inklusif dan adaptif 

terhadap karakteristik geografis, sehingga distribusi bantuan tidak hanya mengandalkan 

prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan spasial sebagai bagian dari 

strategi pemerataan kesejahteraan sosial. 
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